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Kepastian hukum baik mengenai hukum materil yang menyangkut substansial maupun hukum formil yang
menyangkut proses beracara di pengadilan sangat dibutuhkan untuk terselenggaranya kehidupan berbangsa
dan bernegara. Pemerintah Indonesia memberlakukan beberapa undang-undang penting ditengah krisis
ekonorni dan reformasi yang tengah berlangsung tahun 1998. Banyak pihak menduga bahwa undang-undang
yang diberlakukan adalah sebagai bagian dari nota kesepahaman (letter of intent) dengan pihak International
Monetery Fund (IMF). Deregulasi terutama dilakukan pada beberapa materi perundang-undangan baru,
khususnya yang menyangkut bidang perekonomian dan dunia usaha. Salah satunya adalah Undang-undang
Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dimana undang-undang ini sangat diharapkan oleh
konsumen maupun pelaku usaha di Indonesia. Namun dalam pel aksanaan Undang-undang Perlindungan
Konsumen (UUPK) tersebut tidak terlepas dari permasalahan hukum yang ada. Dalam UUPK dikenal
adanya upaya keberatan terhadap putusan arbitrase yang digjukan pada tingkat pengadilan negeri. Hukum
acaratentang ini diatur didalam Perma Nomor 1 tahun 2006, yang menyatakan bahwa BPSK bukanlah
sebagal salah satu pihak yang bersengketa dan objek dari keberatan tersebut adalah putusan arbitrase BPSK
yang memenuhi Pasal 6 UUPK. Majelis Hakim Pengadilan Negeri memeriksa keberatan hanya berdasarkan
putusan BPSK dan berkas perkara yang digjukan. Dalam Perma tersebut tidak dijelaskan bagaimana bentuk
keberatan tersebut, apakah gugatan atau permohonan, sedangkan dalam hukum acara perdata tidak dikenal
upaya hukum keberatan.
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